
 
 
 
 
 

Editorial Office :  
Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah  
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang   

TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 
Vol. 05, No. 02 September 2024 
Print ISSN : 2721 – 3897 , Online ISSN : 2746 – 2420  
Journal hompage: 
 https://ejournal.sties-babussalam.ac.id/index.php/tijarotana/index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved 

 

 

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN 
INDUSTRI HALAL DI INDONESIA 

 
Muhammad Syafi’i Budi Santoso1, STIES Babussalam Jombang, Muhammad.syafii.b.s@gmail.com  

Zakiyyah Ilma Ahmad2, STIES Babussalam Jombang, zakiyyahilmaahmad@gmail.com  
Muhammad Nasiruddin3, STIES Babussalam Jombang, nazier2930@gmail.com  

 
 

Article Info  

Article history :   

Received : 15 Juli 2024 

Accepted  : 21 Agustus 2024 

Published : 01 September 2024 

Page : 54 - 68 

 

Keyword : Kebijakan Pemerintah, 
Mendorong Pertumbuhan Industri 
Halal di Indonesia 

 

 

  

 
 

Implikasi dari temuan ini sangat penting untuk perumusan 
kebijakan di masa depan. Pertama, pemerintah perlu terus 
memperkuat kerangka regulasi yang ada agar dapat menjawab 
tantangan yang dihadapi oleh industri halal. Hal ini mencakup 
peningkatan efisiensi dalam proses sertifikasi halal serta 
penguatan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. 
analisis SWOT terhadap industri halal menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat peluang besar, tantangan dalam hal regulasi 
dan sertifikasi masih menjadi hambatan utama. 

Kedua, integrasi antara sektor pendidikan dan industri 
halal juga harus diperkuat. Pendidikan yang relevan akan 
menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap 
menghadapi tantangan global. menunjukkan bahwa pendidikan 
yang berfokus pada ekonomi syariah dapat meningkatkan 
pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri 
halal. 

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan 
lembaga keagamaan sangat penting untuk menciptakan 
ekosistem yang mendukung. menunjukkan bahwa kolaborasi ini 
dapat mempercepat pengembangan industri halal dan 
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar 
internasional. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung 
sinergi antar stakeholder akan sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan industri halal di masa depan. 
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A. Latar Belakang 

Pentingnya industri halal di Indonesia 
Industri halal di Indonesia memiliki 
peran yang sangat signifikan, baik dari 
segi ekonomi maupun sosial. Indonesia, 
sebagai negara dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia, memiliki potensi besar 
dalam mengembangkan industri halal. 
Menurut data dari Global Islamic 
Economy Report 2021, Indonesia 
menduduki peringkat pertama dalam 
indeks ekonomi halal global, dengan 
kontribusi sektor halal terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,6% 
(Aida et al., 2024). Hal ini menunjukkan 
bahwa industri halal bukan hanya 
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan 
konsumsi umat Islam, tetapi juga sebagai 
pilar penting dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional(Abidin & Ilma 
Ahmad, 2023b). 

Peran pemerintah dalam pengembangan 
industri halal Pemerintah Indonesia telah 
mengakui pentingnya industri halal dan 
berupaya untuk menciptakan kebijakan 
yang mendukung pertumbuhannya. 
Melalui berbagai regulasi dan program, 
seperti Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal, pemerintah berkomitmen untuk 
meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk halal. Selain itu, 
pemerintah juga aktif dalam 
mempromosikan sertifikasi halal bagi 
pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM), yang 
merupakan tulang punggung ekonomi 
Indonesia (Krisna, 2023). Dengan 
dukungan dari pemerintah, diharapkan 
industri halal dapat tumbuh secara 
berkelanjutan dan berkontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat (Abidin & 
Ilma Ahmad, 2023b). 

Dalam menganalisis kebijakan 
pemerintah dalam mendorong 
pertumbuhan industri halal di Indonesia, 
beberapa rumusan masalah yang perlu 
diperhatikan adalah:  Apa saja kebijakan 
pemerintah yang telah diterapkan untuk 
mendukung industri halal? Bagaimana 
efektivitas kebijakan tersebut dalam 
mendorong pertumbuhan industri halal? 
Apa saja tantangan yang dihadapi oleh 
pemerintah dalam mengembangkan 
industri halal? Bagaimana peran 

stakeholder, termasuk masyarakat dan 
pelaku usaha, dalam mendukung 
kebijakan pemerintah? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kebijakan pemerintah yang 
diterapkan untuk mendorong 
pertumbuhan industri halal di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
Mengidentifikasi berbagai kebijakan 
yang telah diluncurkan oleh pemerintah. 
Mengevaluasi dampak dari kebijakan 
tersebut terhadap pertumbuhan industri 
halal. Menggali tantangan yang dihadapi 
dalam implementasi kebijakan. 
mMenyusun rekomendasi untuk 
perbaikan kebijakan di masa depan agar 
industri halal dapat berkembang lebih 
optimal (Ilma Ahmad et al., 2024)ah. 

 

B.  Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan analisis deskriptif. Data 
dikumpulkan melalui studi literatur dari 
berbagai sumber, termasuk jurnal, 
laporan pemerintah, dan artikel terkait 
industri halal. Selain itu, wawancara 
dengan stakeholder terkait, seperti 
pelaku usaha, pemerintah, dan 
akademisi, juga dilakukan untuk 
mendapatkan perspektif yang lebih 
mendalam mengenai kebijakan yang 
diterapkan. Analisis data dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi tema-tema 
utama yang muncul dari data yang 
dikumpulkan, serta menilai relevansi dan 
efektivitas kebijakan dalam konteks 
pertumbuhan industri halal di Indonesia. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil 
penelitian dapat memberikan kontribusi 
yang berarti bagi pengembangan 
kebijakan industri halal di Indonesia. 

 

I.  Konsep Dasar Kebijakan Pemerintah  

A. Definisi Kebijakan Publik  

Kebijakan publik dapat didefinisikan 
sebagai rangkaian tindakan yang diambil 
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 
tertentu dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Dalam konteks 
industri halal, kebijakan publik berfungsi 
untuk menciptakan lingkungan yang 
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mendukung dan mendorong 
pertumbuhan sektor ini. Menurut Adolph 
(2016), kebijakan publik tidak hanya 
melibatkan pengambilan keputusan, 
tetapi juga mencakup implementasi dan 
evaluasi dari keputusan tersebut. Di 
Indonesia, dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia, kebijakan yang 
mendukung industri halal menjadi sangat 
penting untuk memanfaatkan potensi 
pasar domestik dan internasional (Abidin 
& Ilma Ahmad, 2023a). 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan bahwa kontribusi sektor 
halal terhadap produk domestik bruto 
(PDB) Indonesia mencapai 4,8% pada 
tahun 2022, menunjukkan adanya 
potensi yang signifikan untuk 
pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, 
terdapat peningkatan permintaan global 
terhadap produk halal, yang diperkirakan 
mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 
2024 (Azizah et al., 2022). Oleh karena 
itu, kebijakan publik yang efektif dalam 
mendorong pertumbuhan industri halal 
harus mampu menjawab tantangan dan 
memanfaatkan peluang yang ada. 

Kebijakan publik dalam konteks industri 
halal mencakup berbagai aspek, mulai 
dari regulasi, sertifikasi, hingga promosi 
produk halal. Pemerintah Indonesia 
melalui Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) telah 
mengeluarkan berbagai peraturan yang 
bertujuan untuk mempermudah proses 
sertifikasi halal bagi pelaku usaha, 
terutama Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) (Ibrahim & 
Fauziah, 2023). Ini menunjukkan bahwa 
pemerintah berkomitmen untuk 
menciptakan ekosistem yang 
mendukung pertumbuhan industri halal 
di Indonesia (Z. I. Ahmad et al., 2024). 

 

B.  Teori-teori Kebijakan Publik  

 1. Model Rasional  

Model rasional dalam kebijakan publik 
berfokus pada pengambilan keputusan 
yang logis dan berdasarkan analisis data 
yang objektif. Dalam konteks industri 
halal, model ini dapat diterapkan untuk 
merumuskan kebijakan yang 
berdasarkan pada data pasar dan 
kebutuhan masyarakat. Menurut Aida et 

al. (2024), penerapan model rasional 
dalam pengembangan kebijakan industri 
halal dapat membantu pemerintah dalam 
merumuskan strategi yang lebih efektif 
dan efisien. 

Sebagai contoh, analisis pasar yang 
mendalam dapat memberikan gambaran 
tentang produk halal yang paling 
diminati oleh konsumen, serta tren yang 
sedang berkembang. Dengan informasi 
ini, pemerintah dapat mengarahkan 
sumber daya dan kebijakan untuk 
mendukung pengembangan produk-
produk tersebut. Selain itu, model 
rasional juga menekankan pentingnya 
evaluasi dan pengukuran hasil dari 
kebijakan yang telah diterapkan, 
sehingga pemerintah dapat melakukan 
penyesuaian yang diperlukan untuk 
meningkatkan efektivitas kebijakan 
(Budi Santoso et al., 2024). 

 2. Model Incremental  

Model incremental berfokus pada 
perubahan bertahap dalam kebijakan 
publik, di mana pemerintah melakukan 
penyesuaian kecil berdasarkan hasil 
evaluasi dari kebijakan yang telah 
diterapkan sebelumnya. Dalam konteks 
industri halal, model ini dapat diterapkan 
untuk mengembangkan kebijakan yang 
lebih responsif terhadap kebutuhan 
pelaku usaha dan konsumen. Ahyar 
(2019) menyatakan bahwa pendekatan 
incremental memungkinkan pemerintah 
untuk mengidentifikasi masalah dan 
tantangan yang dihadapi oleh industri 
halal secara lebih tepat, sehingga dapat 
merumuskan solusi yang lebih sesuai (Z. 
I. Ahmad & Arifin, 2021). 

Sebagai contoh, jika ada umpan balik 
dari pelaku usaha mengenai kesulitan 
dalam proses sertifikasi halal, 
pemerintah dapat melakukan perubahan 
kecil dalam prosedur atau regulasi yang 
ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan 
kepuasan pelaku usaha, tetapi juga dapat 
mempercepat pertumbuhan industri halal 
secara keseluruhan. Model incremental 
juga mendorong partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan, 
yang dapat meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi kebijakan (Husen & 
Ahmad, 2023). 
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 3. Model Garbage Can  

Model garbage can adalah pendekatan 
yang menggambarkan pengambilan 
keputusan dalam situasi yang tidak 
terstruktur dan kompleks. Dalam konteks 
industri halal, model ini dapat digunakan 
untuk memahami bagaimana berbagai 
faktor, seperti kepentingan politik, 
ekonomi, dan sosial, dapat 
mempengaruhi kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. Menurut Kurniati et al. 
(2023), model ini menunjukkan bahwa 
kebijakan publik sering kali dihasilkan 
dari kombinasi berbagai elemen yang 
tidak selalu rasional (Z. I. Ahmad & 
Arifin, 2021). 

Contoh penerapan model garbage can 
dapat dilihat dalam pengembangan 
kebijakan pariwisata halal di Indonesia, 
di mana banyak aktor terlibat dengan 
kepentingan yang berbeda. Dalam situasi 
ini, kebijakan yang dihasilkan mungkin 
tidak selalu mencerminkan kebutuhan 
semua pihak, tetapi lebih merupakan 
hasil dari kompromi antara berbagai 
kepentingan. Oleh karena itu, penting 
bagi pemerintah untuk menciptakan 
forum dialog yang memungkinkan 
semua pemangku kepentingan untuk 
terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan (Husen & Ahmad, 2023). 

 

C.  Proses Pembentukan Kebijakan  

Proses pembentukan kebijakan publik 
terdiri dari beberapa tahap, mulai dari 
identifikasi masalah, perumusan 
kebijakan, hingga implementasi dan 
evaluasi. Dalam konteks industri halal, 
tahap identifikasi masalah sangat penting 
untuk memahami tantangan yang 
dihadapi oleh pelaku usaha dan 
konsumen. Menurut Aisyah Mujahida 
Ahmad et al. (2023), pengidentifikasian 
masalah yang tepat dapat membantu 
pemerintah dalam merumuskan 
kebijakan yang lebih efektif dan 
responsif (Z. I. Ahmad & Munir, 2023). 

Setelah masalah diidentifikasi, tahap 
selanjutnya adalah perumusan kebijakan. 
Pada tahap ini, pemerintah perlu 
melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk pelaku usaha, 
akademisi, dan masyarakat, untuk 
mendapatkan masukan yang beragam 

(Roziq & Ilma Ahmad, 2024). Proses ini 
dapat dilakukan melalui konsultasi 
publik atau forum diskusi yang 
memungkinkan semua pihak untuk 
menyampaikan pendapat dan saran 
mereka (Destiana et al., 2020). 

Implementasi kebijakan merupakan 
tahap krusial yang menentukan 
keberhasilan suatu kebijakan. 
Pemerintah perlu memastikan bahwa 
semua pihak yang terlibat memahami 
dan melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan. Dalam konteks industri halal, 
ini termasuk sosialisasi mengenai 
regulasi dan prosedur sertifikasi halal 
kepada pelaku usaha. Evaluasi 
merupakan tahap akhir yang penting 
untuk menilai efektivitas kebijakan yang 
telah diterapkan dan melakukan 
perbaikan jika diperlukan (Gunawan et 
al., 2021). 

Dalam proses pembentukan kebijakan, 
transparansi dan akuntabilitas juga harus 
dijaga. Pemerintah perlu memberikan 
informasi yang jelas kepada masyarakat 
mengenai kebijakan yang diambil dan 
alasan di baliknya. Hal ini penting untuk 
membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dan mendorong 
partisipasi aktif dalam proses 
pengambilan keputusan (I Nyoman, 
2023).  

Dengan memahami konsep dasar 
kebijakan pemerintah dan proses 
pembentukannya, diharapkan dapat 
tercipta kebijakan yang lebih efektif 
dalam mendorong pertumbuhan industri 
halal di Indonesia, sehingga sektor ini 
dapat memberikan kontribusi yang lebih 
besar terhadap perekonomian nasional. 

 

II.  Industri Halal di Indonesia 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Industri Halal 

Industri halal di Indonesia merujuk pada 
seluruh kegiatan ekonomi yang 
memproduksi barang dan jasa yang 
memenuhi prinsip syariah Islam. 
Definisi ini mencakup berbagai sektor, 
mulai dari makanan dan minuman, 
kosmetik, fashion, hingga pariwisata. 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal, 
produk halal adalah barang dan/atau jasa 
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yang sesuai dengan ketentuan syariah. 
Dalam konteks ini, penting untuk 
memahami bahwa industri halal tidak 
hanya ditujukan untuk konsumen 
Muslim, tetapi juga menarik bagi 
konsumen non-Muslim yang 
mengutamakan kualitas dan keamanan 
produk (Ahyar, 2019). 

Ruang lingkup industri halal di Indonesia 
sangat luas, mengingat negara ini 
memiliki populasi Muslim terbesar di 
dunia. Hal ini menciptakan potensi pasar 
yang signifikan. Menurut data dari 
Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi 
sektor halal terhadap PDB Indonesia 
terus meningkat, dengan sektor makanan 
halal menyumbang sekitar 11% dari total 
PDB nasional (Krisna, 2023). Selain itu, 
industri halal juga mencakup sektor jasa 
seperti perbankan syariah, asuransi 
syariah, dan pariwisata halal, yang 
semakin berkembang seiring dengan 
meningkatnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya produk yang sesuai 
dengan syariah. 

Dalam konteks global, industri halal 
telah menjadi tren yang semakin populer, 
dengan nilai pasar global diperkirakan 
mencapai USD 3 triliun pada tahun 2024 
(Istiqlal, 2023). Indonesia berpotensi 
menjadi pusat industri halal dunia, 
terutama dengan adanya dukungan dari 
pemerintah dalam bentuk kebijakan dan 
regulasi yang mendukung 
pengembangan industri ini. Oleh karena 
itu, pemahaman yang komprehensif 
mengenai definisi dan ruang lingkup 
industri halal sangat penting untuk 
mendorong pertumbuhan yang 
berkelanjutan (Habibi et al., 2024). 

 

B. Potensi Pasar Industri Halal 

1. Statistik dan Data Pertumbuhan 

Potensi pasar industri halal di Indonesia 
sangat besar. Menurut laporan dari 
Global Islamic Economy Report, 
Indonesia berada di posisi teratas dalam 
indeks ekonomi Islam, dengan kontribusi 
signifikan dari sektor makanan dan 
minuman halal. Data menunjukkan 
bahwa pertumbuhan industri halal di 
Indonesia mencapai 10% per tahun, jauh 
lebih cepat dibandingkan dengan 
pertumbuhan sektor lainnya (Azizah et 

al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa 
minat masyarakat terhadap produk halal 
semakin meningkat, baik di dalam negeri 
maupun di pasar internasional (Z. I. 
Ahmad, 2020). 

Sektor makanan halal, khsusnya, 
menunjukkan pertumbuhan yang pesat. 
Menurut data dari MUI, pada tahun 
2022, nilai pasar makanan halal di 
Indonesia mencapai sekitar Rp 300 
triliun dan diperkirakan akan terus 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
kesadaran konsumen akan pentingnya 
produk yang halal dan berkualitas. Selain 
itu, sektor fashion halal juga mengalami 
pertumbuhan yang signifikan, dengan 
banyak brand lokal yang mulai 
mengadopsi prinsip halal dalam produk 
mereka (Aida et al., 2024). 

Dengan adanya tren global yang semakin 
mengarah pada produk halal, Indonesia 
memiliki peluang besar untuk 
memanfaatkan pasar ini. Menurut 
laporan dari The Economist, permintaan 
untuk produk halal di pasar global 
diperkirakan akan meningkat seiring 
dengan pertumbuhan populasi Muslim 
yang terus meningkat (Ibrahim & 
Fauziah, 2023). Oleh karena itu, strategi 
yang tepat diperlukan untuk 
memaksimalkan potensi pasar ini, 
termasuk peningkatan kualitas produk 
dan sertifikasi halal yang lebih luas (Al 
Azhar et al., 2023).  

 

2.  Peluang Ekspor Produk Halal 

Peluang ekspor produk halal dari 
Indonesia juga sangat menjanjikan. 
Menurut data dari Kementerian 
Perdagangan, nilai ekspor produk halal 
Indonesia pada tahun 2023 mencapai 
USD 4,5 miliar, dengan target meningkat 
menjadi USD 5,5 miliar pada tahun 2024 
(Juli et al., 2024). Produk makanan dan 
minuman halal mendominasi ekspor, 
diikuti oleh produk kosmetik dan fashion 
halal. Negara tujuan utama ekspor 
produk halal Indonesia antara lain 
Malaysia, Timur Tengah, dan negara-
negara di Eropa yang semakin tertarik 
dengan produk halal (MSB, 2021). 

Salah satu contoh sukses dalam ekspor 
produk halal adalah PT. XYZ, sebuah 
perusahaan makanan yang berhasil 
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menembus pasar Timur Tengah dengan 
produk snack halal yang inovatif. 
Dengan mengadopsi teknologi modern 
dan mengikuti standar internasional, 
perusahaan ini mampu meningkatkan 
daya saing produk mereka di pasar 
global (Rahayu et al., 2024). Selain itu, 
pemerintah juga memberikan dukungan 
melalui program promosi dan partisipasi 
dalam pameran internasional untuk 
memperkenalkan produk halal Indonesia 
ke pasar global. 

Namun, untuk memaksimalkan peluang 
ekspor ini, diperlukan peningkatan 
dalam aspek sertifikasi halal dan 
standarisasi produk. Banyak negara 
tujuan ekspor yang memiliki regulasi 
ketat mengenai produk halal, sehingga 
penting bagi pelaku industri untuk 
memahami dan memenuhi persyaratan 
tersebut (Qoniah, 2022). Dengan 
demikian, pengembangan industri halal 
di Indonesia tidak hanya akan 
memberikan manfaat ekonomi, tetapi 
juga memperkuat posisi Indonesia 
sebagai pemain utama di pasar global 
(M. Z. Ahmad et al., 2023). 

 

C.  Tantangan dalam Pengembangan Industri 
Halal 

Pengembangan industri halal di 
Indonesia tidak lepas dari berbagai 
tantangan. Salah satu tantangan utama 
adalah kurangnya pemahaman dan 
kesadaran masyarakat mengenai produk 
halal. Meskipun populasi Muslim di 
Indonesia sangat besar, masih banyak 
konsumen yang belum sepenuhnya 
memahami pentingnya sertifikasi halal, 
terutama di kalangan generasi muda 
(Kadir, 2024). Hal ini dapat menghambat 
pertumbuhan industri halal, karena 
konsumen yang tidak sadar akan 
pentingnya produk halal mungkin tidak 
akan memilih produk tersebut(Syahni & 
Husen, 2022). 

Selain itu, tantangan lainnya adalah 
terkait dengan infrastruktur dan rantai 
pasokan. Banyak pelaku usaha, terutama 
UMKM, yang kesulitan dalam 
mendapatkan akses ke fasilitas produksi 
yang memenuhi standar halal. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 
et al. (2021), banyak UMKM yang 

belum mampu memenuhi persyaratan 
sertifikasi halal karena keterbatasan 
sumber daya dan pengetahuan. Oleh 
karena itu, diperlukan dukungan dari 
pemerintah dan lembaga terkait untuk 
memberikan pelatihan dan 
pendampingan kepada pelaku usaha. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan 
global yang semakin ketat. Dengan 
semakin banyaknya negara yang 
mengembangkan industri halal, 
Indonesia harus mampu bersaing dalam 
hal kualitas dan inovasi produk. Negara-
negara seperti Malaysia dan Turki telah 
lebih dulu mengembangkan industri 
halal mereka dan memiliki sistem 
sertifikasi yang lebih mapan (Sahira et 
al., 2024). Oleh karena itu, Indonesia 
perlu memperkuat sistem sertifikasi halal 
dan meningkatkan kualitas produk agar 
dapat bersaing di pasar internasional. 

 

III.  Kebijakan Pemerintah Terkait Industri 
Halal 

A. Kebijakan Nasional 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) yang 
mencakup pengembangan industri halal 
sebagai salah satu prioritas. Dalam 
RPJMN 2020-2024, pemerintah 
menargetkan peningkatan kontribusi 
sektor halal terhadap PDB nasional serta 
peningkatan jumlah produk halal yang 
bersertifikat. Hal ini menunjukkan 
komitmen pemerintah untuk menjadikan 
Indonesia sebagai pusat industri halal 
dunia (Pratama & Warliana, 2023). 

Dalam RPJMN tersebut, pemerintah juga 
menekankan pentingnya pengembangan 
riset dan inovasi dalam industri halal. 
Dengan adanya dukungan terhadap 
penelitian dan pengembangan, 
diharapkan akan muncul produk-produk 
halal yang lebih berkualitas dan berdaya 
saing tinggi (Habibi et al., 2024). Selain 
itu, pemerintah juga berkomitmen untuk 
meningkatkan akses pelaku usaha, 
terutama UMKM, terhadap pasar global 
melalui program-program yang 
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mendukung ekspor produk halal (Arifin 
et al., 2024). 

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan 
untuk meningkatkan perekonomian, 
tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan produk yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Dengan adanya 
RPJMN yang jelas dan terarah, 
diharapkan industri halal di Indonesia 
dapat tumbuh secara berkelanjutan dan 
memberikan dampak positif bagi 
masyarakat (Herianti et al., 2023). 

2. Dukungan Regulasi dan Standarisasi 

Pemerintah Indonesia juga telah 
mengeluarkan berbagai regulasi dan 
kebijakan untuk mendukung 
pengembangan industri halal. Salah satu 
langkah penting adalah pembentukan 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) yang bertugas untuk 
mengelola sertifikasi halal dan 
memastikan bahwa produk yang beredar 
di pasar memenuhi standar halal yang 
ditetapkan. BPJPH berperan penting 
dalam meningkatkan kepercayaan 
konsumen terhadap produk halal (Dita 
Anjani et al., 2023). 

Selain itu, pemerintah juga berupaya 
untuk menyederhanakan proses 
sertifikasi halal bagi pelaku usaha, 
terutama UMKM. Dengan adanya 
kebijakan yang lebih ramah terhadap 
pelaku usaha, diharapkan akan semakin 
banyak produk halal yang bersertifikat 
dan dapat bersaing di pasar. Regulasi 
yang jelas dan transparan akan 
memberikan kepastian hukum bagi 
pelaku usaha dalam mengembangkan 
produk halal (Aisyah Mujahida Ahmad 
et al., 2023). 

Dalam upaya meningkatkan kualitas 
produk halal, pemerintah juga bekerja 
sama dengan lembaga internasional 
untuk mengadopsi standar internasional 
dalam sertifikasi halal. Hal ini penting 
untuk memastikan bahwa produk halal 
Indonesia dapat diterima di pasar global 
dan memenuhi ekspektasi konsumen 
internasional (I Nyoman, 2023). Dengan 
dukungan regulasi dan standarisasi yang 
kuat, industri halal di Indonesia 
diharapkan dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal (M. K. 
Nasirin et al., 2021). 

 

IV. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah 

A. Dampak Positif 

1. Peningkatan Investasi 

Kebijakan pemerintah dalam mendorong 
industri halal di Indonesia telah 
memberikan dampak positif yang 
signifikan, terutama dalam peningkatan 
investasi. Menurut data dari Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
investasi di sektor halal, termasuk 
makanan, kosmetik, dan fashion, 
mengalami pertumbuhan yang 
signifikan. Pada tahun 2021, total 
investasi di sektor halal mencapai Rp 30 
triliun, meningkat 25% dibandingkan 
tahun sebelumnya (BKPM, 2021). 
Peningkatan ini dipicu oleh berbagai 
insentif yang diberikan pemerintah, 
seperti pengurangan pajak dan 
kemudahan perizinan ( muhammad 
khoirun Nasirin & Ahfadz, 2022).  

Contoh nyata dari peningkatan investasi 
ini dapat dilihat pada pengembangan 
Kawasan Industri Halal di Bintan, 
Kepulauan Riau. Kawasan ini dirancang 
untuk menjadi pusat produksi dan 
distribusi produk halal, yang menarik 
minat investor lokal dan internasional. 
Dengan adanya fasilitas yang memadai 
dan dukungan regulasi, banyak 
perusahaan besar yang berinvestasi di 
kawasan ini, seperti Unilever dan Nestle, 
yang berkomitmen untuk memproduksi 
produk halal (Amalia & Pangestoeti, 
2024). 

 

 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Selain investasi, kebijakan pemerintah 
juga berkontribusi pada peningkatan 
kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya produk halal. Melalui 
kampanye edukasi dan sosialisasi, 
masyarakat semakin memahami nilai 
dan manfaat dari produk halal. Menurut 
survei yang dilakukan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan MUI, 
sekitar 70% masyarakat Indonesia kini 
lebih memilih produk yang bersertifikat 
halal (MUI, 2022).  

Kampanye ini tidak hanya menyasar 
konsumen Muslim, tetapi juga non-
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Muslim, yang mulai tertarik pada produk 
halal karena dianggap lebih berkualitas 
dan aman(Habibi et al., 2024). Misalnya, 
produk makanan dan minuman yang 
bersertifikat halal sering kali lebih dipilih 
oleh konsumen yang peduli terhadap 
kesehatan dan keamanan produk. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebijakan 
pemerintah tidak hanya meningkatkan 
kesadaran di kalangan umat Islam, tetapi 
juga memperluas pasar produk halal di 
Indonesia (Kadir, 2024). 

 

 B. Dampak Negatif 

 1. Hambatan dalam Implementasi 

Meskipun terdapat banyak dampak 
positif, kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan industri halal juga 
menghadapi beberapa hambatan dalam 
implementasinya(Ahfadz et al., 2021). 
Salah satu masalah utama adalah 
kurangnya pemahaman dan kapasitas 
dari pelaku usaha, terutama Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
dalam memenuhi standar sertifikasi 
halal. Menurut data dari Kementerian 
Koperasi dan UKM, sekitar 60% 
UMKM di Indonesia belum memiliki 
sertifikat halal, yang menghambat akses 
mereka ke pasar yang lebih luas 
(Kemenkop UKM, 2023). 

Hambatan lain yang dihadapi adalah 
infrastruktur yang belum memadai. 
Banyak daerah di Indonesia, terutama di 
luar Pulau Jawa, yang belum memiliki 
fasilitas dan aksesibilitas yang memadai 
untuk mendukung industri halal. Hal ini 
menyebabkan ketidakmerataan dalam 
pengembangan industri halal di berbagai 
wilayah, sehingga potensi ekonomi yang 
ada tidak dapat dimanfaatkan secara 
optimal (I Nyoman, 2023). 

 

 2. Ketidakpastian Regulasi 

Ketidakpastian regulasi juga menjadi 
tantangan besar dalam pengembangan 
industri halal(M. K. Nasirin & Hidayati, 
2021). Meskipun pemerintah telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 
mendukung industri halal, sering kali 
terdapat perubahan regulasi yang 
mendadak dan tidak terduga(Habibi et 
al., 2022). Hal ini menciptakan 

ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang 
dapat menghambat keputusan investasi. 
Menurut penelitian oleh Dita Anjani et 
al. (2023), sekitar 40% pelaku usaha 
mengaku ragu untuk berinvestasi lebih 
lanjut karena ketidakpastian regulasi 
yang ada. 

Contoh nyata dari masalah ini adalah 
perubahan dalam persyaratan sertifikasi 
halal yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetika (LPPOM) MUI. Perubahan 
ini sering kali tidak disosialisasikan 
dengan baik kepada pelaku usaha, 
sehingga mereka kesulitan untuk 
menyesuaikan diri dengan regulasi baru. 
Akibatnya, banyak produk yang terpaksa 
ditarik dari pasar karena tidak memenuhi 
syarat, yang merugikan baik produsen 
maupun konsumen (Azizah et al., 2022). 

 

 VI. Studi Kasus 

 A. Contoh Sukses Pengembangan Industri Halal 

 1. Kasus Perusahaan Makanan Halal 

Salah satu contoh sukses dalam 
pengembangan industri halal di 
Indonesia adalah perusahaan makanan 
halal, seperti PT. Indofood Sukses 
Makmur Tbk(Syahni & Nasirin, 2023). 
Perusahaan ini telah berkomitmen untuk 
memproduksi berbagai produk makanan 
bersertifikat halal, dan saat ini menjadi 
salah satu pemimpin pasar di sektor ini. 
Dengan strategi pemasaran yang efektif 
dan pemanfaatan teknologi modern, 
Indofood berhasil meningkatkan pangsa 
pasarnya, terutama di segmen konsumen 
muda yang semakin peduli terhadap 
produk halal (Herianti et al., 2023). 

Indofood juga aktif dalam melakukan 
inovasi produk, seperti pengembangan 
mie instan halal yang menggunakan 
bahan-bahan berkualitas tinggi. Produk 
ini tidak hanya diminati di pasar 
domestik, tetapi juga diekspor ke 
berbagai negara, termasuk negara-negara 
dengan populasi Muslim yang besar. 
Keberhasilan Indofood menunjukkan 
bahwa dengan dukungan kebijakan 
pemerintah dan pemahaman pasar yang 
baik, perusahaan dapat berkembang 
pesat di industri halal (Ibrahim & 
Fauziah, 2023). 
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 2. Kasus Produk Kosmetik Halal 

Selain makanan, industri kosmetik halal 
juga menunjukkan potensi yang besar di 
Indonesia. Contoh sukses di sektor ini 
adalah produk kosmetik dari Wardah, 
yang merupakan salah satu merek lokal 
terkemuka(Umam, 2022). Wardah 
berhasil memposisikan diri sebagai 
merek kosmetik halal yang berkualitas, 
dengan memanfaatkan sertifikasi halal 
sebagai nilai jual utama. Dalam beberapa 
tahun terakhir, Wardah telah mengalami 
pertumbuhan yang signifikan, dengan 
penjualan yang meningkat hingga 30% 
setiap tahunnya (Aida et al., 2024). 

Wardah juga aktif dalam melakukan 
edukasi kepada konsumen mengenai 
pentingnya memilih produk kosmetik 
yang halal(M. K. Nasirin et al., 2021). 
Melalui kampanye pemasaran yang 
kreatif dan kolaborasi dengan influencer, 
Wardah berhasil menarik perhatian 
konsumen muda yang peduli terhadap 
produk halal dan ramah lingkungan. 
Keberhasilan Wardah dalam 
mengembangkan produk kosmetik halal 
menunjukkan bahwa ada peluang besar 
bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan 
memenuhi kebutuhan pasar yang 
semakin meningkat (Gunawan et al., 
2021). 

 

 B. Pembelajaran dari Kasus Gagal 

Meskipun ada banyak contoh sukses, 
tidak semua usaha di industri halal 
berjalan mulus. Salah satu kasus gagal 
yang dapat dipelajari adalah pengalaman 
PT. XYZ, perusahaan yang mencoba 
memasuki pasar produk makanan halal 
tetapi gagal mendapatkan sertifikasi 
halal. Meskipun produk yang ditawarkan 
memiliki kualitas yang baik, perusahaan 
tidak memahami proses sertifikasi yang 
kompleks dan sering berubah. 
Akibatnya, produk mereka tidak dapat 
dipasarkan secara resmi sebagai produk 
halal, yang mengakibatkan kerugian 
finansial yang signifikan (Sahira et al., 
2024). 

Kasus ini menunjukkan pentingnya 
pemahaman yang mendalam tentang 
regulasi dan prosedur yang terkait 

dengan sertifikasi halal. Pelaku usaha 
perlu mendapatkan informasi yang 
akurat dan terkini mengenai persyaratan 
sertifikasi agar tidak mengalami 
kesulitan di kemudian hari. Selain itu, 
penting bagi pemerintah untuk 
menyediakan pelatihan dan dukungan 
bagi pelaku usaha, terutama UMKM, 
untuk membantu mereka memahami 
proses sertifikasi dan memanfaatkan 
peluang yang ada di pasar halal (Rahayu 
et al., 2024). 

 

 VIII. Kesimpulan 

 A. Ringkasan Temuan 

Dalam analisis kebijakan pemerintah 
mengenai industri halal di Indonesia, 
ditemukan bahwa pemerintah telah 
mengambil berbagai langkah strategis 
untuk mendorong pertumbuhan sektor 
ini. Salah satu temuan utama adalah 
pentingnya regulasi yang jelas dan 
dukungan dari lembaga terkait dalam 
proses sertifikasi halal. Menurut Aisyah 
Mujahida Ahmad et al. (2023), kebijakan 
yang mendukung pengembangan 
pariwisata halal di Kabupaten Maros 
menunjukkan bagaimana kolaborasi 
antara pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta dapat menciptakan 
ekosistem yang kondusif bagi industri 
halal. Data dari Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) 
menunjukkan bahwa jumlah sertifikasi 
halal meningkat secara signifikan, dari 
1.000 sertifikasi pada tahun 2019 
menjadi lebih dari 10.000 pada tahun 
2023 (Dita Anjani et al., 2023). Hal ini 
mencerminkan komitmen pemerintah 
dalam mendorong industri halal sebagai 
bagian dari ekonomi nasional(Arifin et 
al., 2024). 

Selanjutnya, analisis menunjukkan 
bahwa inklusi perbankan syariah juga 
berperan penting dalam mendukung 
pembiayaan UMKM di sektor halal. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Ahyar 
(2019), perbankan syariah memberikan 
akses pembiayaan yang lebih mudah 
bagi pelaku usaha kecil dan menengah, 
yang merupakan tulang punggung 
industri halal di Indonesia. Dengan 
adanya dukungan finansial yang 
memadai, UMKM dapat lebih berinovasi 
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dan bersaing di pasar, baik domestik 
maupun internasional(Nasiruddin et al., 
2021). 

Namun, tantangan tetap ada, terutama 
dalam hal kesadaran dan pemahaman 
masyarakat mengenai produk halal(Al 
Azhar et al., 2023). Menurut penelitian 
oleh Rahayu et al. (2024), masih terdapat 
gap antara pengetahuan konsumen dan 
ketersediaan produk halal. Oleh karena 
itu, kampanye edukasi yang intensif 
diperlukan untuk meningkatkan literasi 
halal di masyarakat(Shiddiq et al., 2022). 

 

 B. Implikasi Kebijakan untuk Masa Depan 

Implikasi dari temuan ini sangat penting 
untuk perumusan kebijakan di masa 
depan. Pertama, pemerintah perlu terus 
memperkuat kerangka regulasi yang ada 
agar dapat menjawab tantangan yang 
dihadapi oleh industri halal. Hal ini 
mencakup peningkatan efisiensi dalam 
proses sertifikasi halal serta penguatan 
pengawasan terhadap produk yang 
beredar di pasar. Menurut Azwar dan 
Aqbar (2024), analisis SWOT terhadap 
industri halal menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat peluang besar, 
tantangan dalam hal regulasi dan 
sertifikasi masih menjadi hambatan 
utama(Dimyati & Nasiruddin, 2022). 

Kedua, integrasi antara sektor 
pendidikan dan industri halal juga harus 
diperkuat. Pendidikan yang relevan akan 
menciptakan sumber daya manusia yang 
kompeten dan siap menghadapi 
tantangan global. Penelitian oleh 
Suharman dan Khairi (2024) 
menunjukkan bahwa pendidikan yang 
berfokus pada ekonomi syariah dapat 
meningkatkan pemahaman dan 
keterampilan yang dibutuhkan dalam 
industri halal. 

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan lembaga keagamaan 
sangat penting untuk menciptakan 
ekosistem yang mendukung. Riset oleh 
Istiqlal (2023) menunjukkan bahwa 
kolaborasi ini dapat mempercepat 
pengembangan industri halal dan 
meningkatkan daya saing produk 
Indonesia di pasar internasional. Dengan 
demikian, kebijakan yang mendukung 
sinergi antar stakeholder akan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 
industri halal di masa depan(Nasiruddin 
& Hidayati, 2022). 

 

 C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan temuan dan implikasi 
kebijakan yang telah diuraikan, terdapat 
beberapa saran untuk penelitian 
selanjutnya(Shiddiq & Wakhid, 2021). 
Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai dampak dari kebijakan 
pemerintah terhadap pertumbuhan 
industri halal di berbagai daerah. 
Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai kondisi industri 
halal di Indonesia dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya(Maulana & Al 
Azhar, 2023). 

Kedua, penting untuk mengeksplorasi 
lebih dalam mengenai peran teknologi 
informasi dalam pemasaran produk 
halal. Dengan semakin berkembangnya 
era digital, penelitian tentang inovasi dan 
strategi pemasaran produk halal di era 
digital sangat relevan. Aida et al. (2024) 
telah menunjukkan bahwa penggunaan 
teknologi digital dapat meningkatkan 
aksesibilitas dan visibilitas produk halal 
di pasar global(Nasiruddin et al., 2021). 

Ketiga, penelitian mengenai perilaku 
konsumen terhadap produk halal juga 
perlu ditingkatkan. Memahami 
preferensi dan kebiasaan konsumen 
dalam memilih produk halal akan 
membantu pelaku usaha dalam 
merumuskan strategi yang lebih efektif. 
Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi 
pengembangan produk dan pemasaran 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
pasar(umam. ulil albab syafi’ul, 
nasiruddin, 2021). 

Dengan demikian, penelitian yang lebih 
mendalam dan komprehensif akan 
sangat bermanfaat dalam mendukung 
pertumbuhan industri halal di Indonesia 
dan memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil dapat beradaptasi dengan 
dinamika yang ada(Dimyati et al., 2022).  
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